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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

ca.

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana
Kerja  Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2022;

bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2022;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);



18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten @ Garut (Berita Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD
Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Sekretariat adalah  Sekretariat Dewan = Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Sekretariat Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja
Sekretariat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Sekretariat Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah,
RKPD Tahun 2022 dan hasil evalusi Renja Sekretariat tahun lalu.



Pasal 3
(1) Renja Sekretariat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai
berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT TAHUN LALU

BABIII : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT
BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
BABV : PENUTUP

(2) Renja Sekretariat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Sekretariat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Sekretariat Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
NURDIN YANA a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT wb.

TAHUN 2021 NOMOR 41

KRISTANTI WAHYUNI,SH
NIP. 197406082005012009




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 209 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) huruf b beserta penjelasannya bahwa Perangkat Daerah Provinsi/
Kabupaten / Kota terdiri atas Sekretariat DPRD. Yang dimaksud dengan
Sekretariat DPRD adalah Staf Pendukung DPRD. Sekretariat DPRD
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya
mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD tersebut diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) yang
memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan,
mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber
daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana pembangunan untuk
periode 1 (satu) tahun.

Didalam Pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022
merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rancangan Rencana
Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati
Garut Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dengan memperhatikan klasifikasi,
kodefikasi & Nomenklatur yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi &
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Adapun tema pembangunan RKPD tahun ini yaitu “Percepatan
Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta

Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dilakukan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

2. Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Kepmendagri Nomor 050 — 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
237);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adminstrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun
2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor
1)

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6)



33. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut; (Berita
Daerah Nomor 27 Tahun 2016)

34. Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

DaerahKabupaten Garut; (Berita Daerah Nomor 46 Tahun 2016);

35. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 mempunyai

maksud sebagai berikut :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah
strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan
prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat
DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2022 yang dibiayai dengan

APBD Kabupaten.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2022.
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1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebagai alat dan pedoman
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya
diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran
program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dan

sebagai acuan dalam penyusunan LKPJ.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BABII Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1.1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun
Berjalan
2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancanngan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BABV Penutup
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2.1.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana
Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, pengukuran tingkat
keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah
disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang merupakan suatu
bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun 2021 / tahun berjalan (tahun n-1). Berdasarkan dokumen
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2020 pada sisi
akuntabilitas keuangan, selama Tahun 2020 pelaksanaan
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang
dianggarkan melalui APBD Kabupaten Garut sebesar Rp.
52.489.665.413,- dengan realisasi Rp. 52.069.573.314 (99,20%)

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

Uraian Anggaran Realisasi Prosentase

Pendapatan - - -

Belanja

1.

Belanja Tidak 27.073.222.241 | 26.886.497.060 99,31%
Langsung DPRD

2.

Belanja Tidak 5.346.049.042 | 5.147.301.757 96,28%
Langsung
Setwan

3.

Belanja 20.070.394.130 | 20.035.774.497 99,83%
Langsung

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sekretariat DPRD Kabupaten Garut pada Tahun 2020
telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 30 (tiga puluh)
Kegiatan. Uraian garis besar mengenai realisasi anggaran masing-

masing Program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel T.C-29.
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Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

TABELT-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Garut

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan

Target Kinerja Realisasi
. . Capaian Target
Indikator Kinerja Propgram KinerjagHasiI Target
Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Program dan
Kode p . (Renstra Program dan .
rogram/ Kegiatan (outcomes)/ Perangkat Keluaran o Kegiatan Realisasi .
Kegiatan (output) . - Realisasi Tahun 2021 : Tingkat
Daerah) | Kegiatans/d | TargetRenja | "o b | ooy Capaian Capaian
Tahun 2024 Tahun 2019 P%raa:gl;]at Perangkat Realisa f(ﬁ:;cm Realsiasi
YL
Tahun 2020 Taﬁ:irg:;zo si (%) tahun berjalan Re:g:?:;,/)
(tahun n-1) ’
1 2 3 a4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Pembayaran 99.07 54.98
dan Listrik Rekening Telepon, 870,901,558 135,076,300 177,000,000 175,355,750 168,357,000 478,789,050
Rek PDAM dan rek
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Pembayaran
Kendaraan Dinas Operasional Pajak roda 4 dan
roda 2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan
Operasional Z;ZZ;hyaang 1321648009 | 261600825 | 195872,000 | 194975050 | °°% | 272650000 | 729,225,875 2518

Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan
Dinas/ Kendaraan Dinas Jabat/pan




Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa
kebersihan kantor

99.40 54.55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,671,390,557 | 271,268,000 | 312,600,000 | 310,709,500 329,774,860 911,752,360
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis
penyediaan 99.83 50.79
peralatan kantor 3,681,637,959 | 410,195,895 | 777,125,800 | 775,838,195 ' 683,959,101 1,869,993,191 ’
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak 99.93
dan penggandaan 1,907,199,506 | 257,146,340 | 350,283,700 | 350,046,250 362,042,700 | 969,235,290 >0.82
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis 99.38
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi 217,993,756 | 39,005,000 40,007,060 39,757,400 34,183,800 112,946,200 51.81
listrik
Penyediaan Peratan Rumah Tangga Jumlah jenis 99.15
peralatan rumah 205,049,500 | 42,289,850 13,437,000 13,322,500 45,148,400 100,760,750 49.14
tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah media cetak 100.00
Perundang-Undangan dan 1,459,895,395 | 239,420,000 139,445,500 | 139,440,000 306,360,000 | 685,220,000 46.94
pengumuman/iklan
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah porsi
makanan dan
minuman 2 99.79 46.56
;580,164,693 | 350,962,500 | 328,814,000 | 328,110,500 522,340,000 1,201,413,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Belanja Teknis Lainnya (Out Sourching) Jumlah jasa teknis
ey 1045577201 | 199,156,000 | 280,600,000 | 280246000 | 37 | 164887432 | 644,280,432 6162
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD D A g b s e
Rapat-Rapat Konsultasi ke luar Daerah Jumlah pelaksanaan
konsultasi ke luar 99.96 46.47
2,207,779,867 | 331,278,550 | 237,703,622 | 237,605,600 457,076,000 1,025,960,150

daerah




Rapat-Rapat Pembinaan ke Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan
rapat-rapat
pembinaan ke dalam
daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang
dipelihara
P 857,047,658 | 198,072,000 | 95000000 | 94629650 | > | 182150000 | 474,851,650 2541
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja Kantor Jumlah jenis
pemeliharaan
peralatan kerja
kantor 1481721650 | 289,096.868 | 216,300,000 | 216239343 | 2297 | 302470000 | 807,806,211 >4.52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar | Jumlah dokumen 97.01 48.12
Realisasi Kinerja SKPD penyusunan laporan 190,321,056 | 30,100,000 25,000,000 24,253,000 37,234,800 91,587,800
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Jumlah penyusunan
dokumen rencana
kerja SKPD
1001938938 | 143814000 | 85000000 | 84747000 | 2>70 | 206520300 | 435,081,300 43.42

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah




Hearing Dialog dan Koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/Tokoh
Agama

Jumlah hearing
dialog dengan
pejabat pemda dan

tokoh masyarkatdan | 5 394 596,023 | 492,208,500 | 432,071,300 | 431972700 | 20%® | 638322500 | 1,562,593,700 46.03
tokoh agama
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan 99.94 36.38
kegiatan reses 25,651,604,886 | 2,996,140,678 | 3,393,122,800 | 3,391,221,334 2,945,408,200 | 9,332,770,212 )
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam | Jumlah pelaksanaan
Daerah kunjungan kerja
pimpinan dan 99.08 41.44
anggota DPRD 12,290,633,428 | 1,116,131,050 | 1,579,015,200 | 1,564,507,762 2,412,557,600 5,093,196,412
Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota Jumlah koordinasi
DPRD Keluar Daerah dan konsultasi
pimpinan dan
anggota DPRD ke 99.96 41.88
luar daerah 43,790,835,511 | 5,205,689,361 | 4,718,873,300 | 4,717,151,813 ' 8,418,866,900 | 18,341,708,074 ’
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan daerah APBD Jumlah pembahasan
rancangan peraturan
daerah APBD 744,696,725 | 1,076,157,500 | 1,247,471500 | 1,246,389,710 | °°1 | 1335320900 | 3,657,868,110 49.13
Pembahasan APBD
Pembahasan Produk Hukum Daerah dan DPRD Jumlah pembahasan
produk hukum 99.98 50.09
daerah dan DPRD 16,562,094,863 | 2,805,806,566 | 1,574,768,300 | 1,574,441,700 3,916,515,300 | 8,296,763,566

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

3,229,331,300




Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

687,184,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah pelaksanaan
rapat-rapat alat
kelengkapan dewan

Rapat-rapat Paripurna Jumlah pelaksanaan 99.88 52.91
rapat-rapat 9,448,905,880 | 1,824,283,000 | 1,285,163,200 | 1,283,608,140 ' 1,891,504,400 4,999,395,540 ’
paripurna

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Terselenggaranya
Diklat dan Bimtek 99.98 54.95

Bimbingan Teknis DPRD 13,047,087,253 | 2,708,170,200 | 1,965,039,252 | 1,964,731,600 2,495,988,800 7,168,890,600

Penyusunan Raperda dan Sosialisasi Perda Prakarsa | Jumlah Raperda dan

DPRD Sosialisasi Perda 99.76 50.84
Prakarsa 3,165,419,307 | 322,799,425 | 393,948,696 | 393,007,000 893,468,000 1,609,274,425

Penyusunan dan Pembahasan Program

Pembentukan Peraturan Daerah 597,171,000

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan

dan/atau Naskah Akademik 296,297,000

Medical Check Up bagi Anggota DPRD Jumlah anggota
DPRD yang
melakukan Medical | 604,791,729 | 6,834,000 | 81,000,000 | 80,447,000 99:32 | 129,000,000 | 216,281,000 35.76
Check Up

Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Jumlah pakaian

anggota DPRD dinas bagi pimpinan 97.84 29.53

2,061,321,037 | 359,870,000 125,731,900 123,020,000 125,731,900 608,621,900

dan anggota DPRD




Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2020
terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil
kesimpulan secara  umum mengenai pencapaian sasaran
program/kegiatan terhadap dokumen Rencana Strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja

sasaran yang baik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap Program maupun Kegiatan yang telah dilaksanakan pada
Tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belum dipahaminya secara utuh tentang Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) yang ingin dicapai, sehingga masih
adanya kesulitan merealisasikan outcome Program menjadi output
Kegiatan yang menunjang efektivitas Program/Kegiatan;

2. Kriteria penilaian pencapaian kinerja belum sepenuhnya dirancang
dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, spesifik, dapat
diukur (kuantitatif), spesifik, tidak bias, namun tetap memberikan
derajat kemampuan penilaian yang tinggi;

3. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan,;

4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam

perencanaan pembangunan daerah;
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2.2.

5. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan
rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan;

6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Rencana Strategis, RKPD

maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi
tersebut diantaranya melalui peningkatan kompetensi aparatur pada
lingkungan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, terutama
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai
organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan dan
Fasilitasi terhadap aktivitas anggota DPRD. Selain itu juga perlu
dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan
meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan eksternalitas

organisasi.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 139
Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah

dimaksud, yaitu sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD
I
I I |
BAGIAN BAGIAN HUKUM DAN BAGIAN BAGIAN FASILITASI
PERSIDANGAN KEUANGAN PENGANGGARAN DAN
|
|| SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATAIICAUA | | | narncinasi~a PERENCANAAN DAN DUKUNGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERUNDANG — AKUNTANSI DUKUNGAN
L SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN
PERLENGKAPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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1. Kedudukan Sekretariat DPRD diatur dalam:

a. Pasal 124 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Garut; dan

C. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.

d. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut.

2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris

DPRD,memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena

diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bupati atas persetujuan

DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknisoperasional berada

dibawah dan bertanggungjawab pada Pimpinan DPRD,

dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah. Dalam alat kelengkapan DPRD, peranan

Sekretaris DPRD adalah sebagai Sekretaris Badan Musyawarah bukan

anggota, Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota, Sekretaris Badan

Pembentukan Peraturan Daerah bukan Anggota.

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 bahwa
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Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok : Memimpin, membina
dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
dalam pemberian pelayanan administratif kepada Pimpinan dan
anggota DPRD.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, mempunyai tugas pokok
membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarkan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Legislatif daerah maupun
sebagai badan perwakilan rakyat daerah memberikan layanan
administrasi dan sarana teknis operasional kepada Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya.

. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

1) Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan umum
Sekretariat serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas meliputi kesekretariatan, bidang umum, persidangan,
perundang-undangan dan keuangan serta Kelompok Jabatan

Fungsional;

2) Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana,;
3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat; dan
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4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta
capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
c. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Garut, terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD;
2) Bagian Umum, membawahi :
a) Sub.Bagian Tata Usaha;
b) Sub.Bagian Protokol;
C) Sub.Bagian Perlengkapan.
3) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi :
a) Sub.Bagian Persidangan; dan
b) Sub.Bagian Hukum dan Perundang-undangan
4) Bagian Keuangan, membawahi :
a) Sub.Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
b) Sub.Bagian Akuntansi dan Verifikasi
5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawabhi :
a) Sub.Bagian Dukungan Penganggaran

b) Sub.Bagian Dukungan Pengawasan dan Aspirasi

d. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sampai
dengan Juli tahun 2020 berjumlah 75 Orang yang terdiri dari 47

Orang PNS dan 28 Orang Tenaga Kontrak Kerja. Dari data jumlah
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pegawai yang sudah dirasakan cukup memadai namun evaluasi
kinerja dan beban kerja masih tetap dilakukan dalam rangka
pengendalian jumlah pegawai dan kebutuhan yang ada sehingga
diharapkan dapat mendorong terwujudnya situasi kondusif bagi
kompetensi PNS dan optimalnya fungsi Tenaga Kerja Kontrak
(TKK).

Distribusi Pegawai

Pendistribusian PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
sejak Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi formasi pegawai
dan beban kerja yang ada di setiap bagian dari total jumlah
pegawai 76 Orang.

Pendistribusian pegawai kepada setiap bagian telah disebar sesuai
dengan beban kerja, selama lima tahun penyebaran PNS dan
Tenaga Kerja Kontrak masih memerlukan penataan melalui
program rotasi sehingga hasil yang diharapkan, penempatan
pegawai dapat disesuaikan dengan kompetensi yang didasarkan
pada jabatan dan beban kerja.

Komposisi Pegawai

Komposisi pegawai yang ada masih perlu disempurnakan
khususnya dalam kepangkatan, selama 5 tahun terdapat kenaikan
dari golongan II kegolongan III selain karena pangkat regular juga
penyesuaian ijazah pendidikan S1 dan S2.

Kondisi kepegawaian pada tahun 2019 ini dapat digambarkan
sebagai kurva gemuk dimana terdapat penumpukan pegawai
ditengah yakni :
pada golongan III dengan mengerucut keatas pada Golongan IV
dan kebawah Golongan I. Hal ini tidak sebanding dengan peluang

jumlah jabatan struktural yang ada yakni 14 jabatan. Oleh karena
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kebutuhan akan jabatan fungsional yang erat dengan peningkatan
kinerja lembaga sangat diperlukan. Sesuai dengan perkembangan
organisasi, ditahun mendatang akan diusulkan Jabatan
Fungsional seperti Legal Drafter, Penata Komputer dan Notulen.

Dengan melihat kondisi ini dalam perencanaan pegawai
sangat dititik beratkan pada optimalisasi kompetensi pegawai dan
setiap golongan khusunya golongan III.

Dari data kepangkatan tersebut diharapkkan dengan
tingginya jumlah golongan III kualitas pelayanan Sekretariat DPRD
dapat optimal.

Adapun Analisis Klnerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat

dilihat pada table TC. 30
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Tabel C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Garut

Indikator Kinerja Sesuai

No ;’:éansgi?;:;g;l\ Target | Target ln-l;;Liizr Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
NSPK IKK .
Lainnya Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya Tata Kelola 12 Nilai B BB BB BB BB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0 0 0 0 0
Sekretariat DPRD yang bulan | SAKIP
Baik dan Bersih
Indeks 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
. Kepuasan
Meningkatnya Pelayanan

Profesionalisme Pelayanan
Terhadap DPRD




2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi
penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era
globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan
yaitu konsep (Good Governance) tata kepemerintahan yang baik. Good
governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi
semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi
menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-
sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta. Good
governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja
dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan
hanya kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagai salah
satu bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, pada tahun
2022 mendatang merupakan tahun kedua masa jabatan keanggotaan
periode 2020-2025 dan merupakan tahun ketiga periode jabatan Bupati,
sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program dan
kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi dan
misi Bupati.

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi
yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan
daerah dan penyusunan produk hukum daerah pada tahun anggaran
2022 guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.

Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2022 adalah:



a. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD
dalam mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan
Nasional Tahun 2022 meliputi (1) memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah
kebijakan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan
yang mengurangi ketimpangan antar wilayah.; (3) meningkatkan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah
kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui
penurunan angka kelahiran total dan memperkuat
penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (4) revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan
memperkuat gerakan nasional revolusi mental; (5) memperkuat
infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar (6)
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan
penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan (7) memperkuat
stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi
pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan
konsolidasi demokrasi.

b. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan
mewarnai pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang
ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak
dapat diseragamkan

c. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak

pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang
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perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan waktu untuk
penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan
Daerah yang harus melibatkan DPRD.

d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada
masyarakat penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat
terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui berbagai
macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi
bagian dari fasilitasi kedewanan.

e. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur OPD
(eksekutif) dan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang
secara tidak langsung diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan

kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut,
rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan kaidah-
kaidah yang menjadi dasar perumusan sehingga dapat dijabarkan
secara gamblang tanpa adanya benturan — benturan yang menghambat

kinerja.

Sekretariat DPRD pada Rancangan Awal untuk Tahun 2022 sama
dengan SKPD lainnya untuk Program dan Kegiatan harus disesuaikan

dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun Pembagian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
disampaikan dalam Surat Bupati tentang Penyusunan RKPD dan Renja

OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau
Kendaraan Dinas
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air
dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Sub Kegiatan Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
j. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
- Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
- Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi

DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah
- Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ Atau
Naskah Akademik
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD

c. Kegiatan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
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- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
- Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Sub Kegiatan Penyusunan Program DPRD
e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
f. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD

Untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam
rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai
dikarekanan banyaknya wusulan dari masing - masing Alat
kelengkapan Dewan.

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja
2022 tetap mendasarkan wusulan dari semua unsur Alat
kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja
DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya
sebagai bahan evaluasi.

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan
Rencana kerja Tahun 2022 mengakomodir usulan dari Alat
kelengkapan yang masuk sehingga ditata dalam program dan
Kegiatan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat

terlihat pada Tabel TC. 31 dibawah ini
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Tabel C 31

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Garut Tahun 2022

P - -
r Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Majz"'ogg ncana Tahun
a
:‘r Prioritas
a
a
n
c
a
p
Rea a
lisa ;
si n
. Target Cap
Urusan/ Bidang Urusan/ Lndlkator Akhir | aia : Perangkat
A rogram/ Period | n Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . RK | T Sum
Keai Kegiatan/ Sub e g | Target o . Sasaran oo Penanggung
egiatan Keaiatan RPJM | PD | 2022 Pagu Indikatif Lokasi ber Nasion Target Pagu Indikatif Jawab
9 D Tua: t Dana al Daerah
202 E
0 1p
D
T
a
h
u
n
2
0
2
1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
02 SEKRETARIAT DPRD 74,197,040,414 80,487,681,758
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
02 | 001 DAERAH 46,114,694,276 49,974,879,962
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
02 | oo | 20 Penganggaran, dan 288,424,257 308,613,954
1 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Dana 7.
Penyusunan Dokumen Jumlah Transf Peningk Sekretariat
02 | 001 | 2° | 001 | Perencanaan Perangkat Dokumen 1 doku 220976860 | ot Sert Terogong | atan 1 dokum 236445240 | R0
Daerah encana Kerja men idul Sukagali mum pelayan en abupaten
SKPD -Dana an Garut
Alokas publik




i
Umum

dan
kinerja
aparatur

02

001

006

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1 doku
men

39,841,397

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

Dana
Transf
er
Umum
-Dana
Alokas
i
Umum

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

1 dokum
en

42,630,294

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

007

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen Kinerja
Perangkat
Daerah

1 lapor
an

27,606,000

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

Dana
Transf
er
Umum
-Dana
Alokas
i
Umum

4.
Peningk
atan
kualitas
infrastru
ktur
wilayah
secara
merata

1 lapora
n

29,538,420

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

6,804,436,408

7,479,111,518

02

001

001

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan

12 Bul
an

6,612,152,058

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

12 Bula
n

7,273,367,263

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

002

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan
Administrasi
Pelaksanaan
ASN

1 lapor
an

26,429,000

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

1 lapora
n

28,279,030

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut
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7

Péningk
atan .
Pelaksanaan Jumlah Kab. Garut Semua pelayan Sekretariat
02 | oo1 | 20 | go3 | Penatausahaan dan Dokumen 1 doku 26,964,000 | Kecamatan Semua an 1 dokum 28851480 | DPRD
2 Penguijian/Verifikasi Verifikasi men Kelurahan ublik en Kabupaten
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Zan Garut
kinerja
aparatur
7.
Peningk
Jumlah Kab. Garut Semua ;S;ann Sekretariat
02 | oot | 20 | go4 | Koordinasidan Pelaksanaan | Pelaksanaan 2 kegia 48,150,000 | Kecamatan Semua an 2 kegiat 51520500 | CPRD
2 Akuntansi SKPD Koordinasi tan Kelurahan ublik an Kabupaten
Akuntansi SKPD zan Garut
kinerja
aparatur
7.
Jumlah Peningk
Dokumen atan Sekretariat
20 Koordinasi dan Penyusunan Penvusunan 1 doku Kab. Garut Semua pelayan DPRD
02 | 001 ' 005 | Laporan Keuangan Akhir Y 31,859,250 | Kecamatan Semua an 1 dokum 34,089,398
2 Laporan men . Kabupaten
Tahun SKPD . Kelurahan publik en
Keuangan Akhir q Garut
an
Tahun .
kinerja
aparatur
7.
Peningk
Koordinasi dan Penyusunan atan Sekretariat
20 Laoran Keuanaan Jumlah Laporan 1 doku Kab. Garut Semua pelayan DPRD
02 | 001 | 57 | ooy | 2poran feuang Keuangan 21,111,100 | Kecamatan Semua an 1 dokum 22,588,877
2 Bulanan/Triwulanan/Semest men ) Kabupaten
Semesteran Kelurahan publik en
eran SKPD dan Garut
kinerja
aparatur
7.
Peningk .
20 Penyusunan Pelaporan dan lJDl:?IiZSIi_:poran 1 doku Kab. Garut Semua atan gEer%tanat
02 | 001 ' 008 | Analisis Prognosis Realisasi gnost 37,771,000 | Kecamatan Semua pelayan 1 dokum 40,414,970
2 Realisasi men Kabupaten
Anggaran Kelurahan an en
Anggaran ) Garut
publik
dan
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kinerja
aparatur

02

001

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

190,385,335

199,904,602

02

001

002

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Tersedianya
Jasa
Pengamanan di
Lingkungan
Kantor

1jasa

190,385,335

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

1jasa

199,904,602

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

600,756,850

642,809,830

02

001

001

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Disiplin Pegawai

1 unit

28,355,000

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

1 unit

30,339,850

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

002

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Bahan
Untuk Pakaian
Dinas beserta
Atributnya

80 Bah
an

59,117,500

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja
aparatur

80 Baha

63,255,725

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut

02

001

003

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Jumlah
Dokumen untuk
administrasi
Kepegawaian

1 Lapo
ran

24,075,000

Kab. Garut Semua
Kecamatan Semua
Kelurahan

7.
Peningk
atan
pelayan
an
publik
dan
kinerja

1 Lapor
an

25,760,250

Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Garut
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aparatur

7.
Peningk
Jumlah Waktu Semua Kab/Kota atan Sekretariat
20 Koordinasi dan Pelaksanaan | Pelaksanaan 12 bula Semua Kecamatan pelayan DPRD
02 | 001 ' 004 | Sistem Informasi Koordinasi n 38,306,000 | Semua Kelurahan an 12 bulan 40,987,420
5 ; ) ) Kabupaten
Kepegawaian Kepegawaian Kab. Garut Tarogong publik
) . Garut
Kidul Sukagalih dan
kinerja
aparatur
Dana 7.
Transf Peningk
Jumlah Orang Semua Kab/Kota er atan .
Sekretariat
20 Pemulangan Pegawai yang untuk 2oran Semua Kecamatan Umum pelayan 2 orang DPRD
02 | 001 ' 006 . Pemulangan g 22,042,000 | Semua Kelurahan -Dana an 23,584,940
5 Pensiun . N Kabupaten
Pensiun Kab. Garut Tarogong Alokas publik Garut
Kidul Sukagalih i dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7.
Transf Peningk
_ Jumlah Waktu er atan Sekretariat
20 Pemulangan Pegawai yang Pemulangan 12 bula Kab. Garut Tarogong Umum pelayan DPRD
02 | 001 ' 007 | Meninggal dalam Pegawai yang n 27,499,000 o . -Dana an 12 bulan 29,423,930
5 . Kidul Sukagalih ) Kabupaten
Melaksanakan Tugas meninggal Alokas publik Garut
i dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7.
Transf Peningk
Jumlah Orang Semua Kab/Kota er atan .
Sekretariat
20 yang 2 0Oran Semua Kecamatan Umum pelayan DPRD
02 | 001 ' 008 | Pemindahan Tugas ASN melaksanakan g 26,001,000 | Semua Kelurahan -Dana an 2 Orang 27,821,070
5 . I Kabupaten
pindah tugas Kab. Garut Tarogong | Alokas publik Garut
Kidul Sukagalih i dan
Umum kinerja
aparatur
20 Pendiikan dan Pelatihan | Vo on Pegaual o Semua KablKota pana L Do arat
02 | 001 ' 009 | Pegawai Berdasarkan Tugas yang meng 375,361,350 | Semua Kecamatan 9 72 oran 401,636,645
5 ) Pendidikan dan ng er atan Kabupaten
dan Fungsi . Semua Kelurahan g
Pelatihan Umum pelayan Garut
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Pegawai -Dana an
berdasarkan Alokas publik
Tugas dan i dan
Fungsi Umum kinerja
aparatur
02 | oot | 20 Administrasi Umum 2,589,732,256 2,729,379,482
6 Perangkat Daerah
Dana 7
Transf "
Jumlah Jenis Semua Kab/Kota e :gr:]lngk
20 Penyediaan Komponen Komponen ;6 Jeni Semua Kecamatan EJDn;lrJ]? pelayan 16 Jenis g;lg%tanat
02 | 001 6. 001 | Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik 44,047,476 | Semua Kelurahan Alokas an 44,928,426 Kabupat
Bangunan Kantor . publik abupaten
i dan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong aparatur
Kidul Sukagalih
Dana 7
Transf Peningk
Jumlah Jenis Semua Kab/Kota er atan ?
ATK dan 47 Jeni Umum Sekretariat
02 | 001 | 20 | oo | Penvediaan Peralatan dan | Penyediaan s 711,343,048 gemua &elcamﬁtan -Dana pelayan 47 Jenis 739796770 | DPRD
6 Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor e emua Relurahan Alokas anbl'k e Kabupaten
i z:nl Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong aparatur
Kidul Sukagalih
Dana 7
Transf -
Jumlah Jenis Semua Kab/Kota er :gr;]lngk
20 Penyediaan Peralatan Peralatan 51 e Semua Kecamatan PDQ?\? pelayan 21 Jenis gleDereDtarlat
02 | 001 6 003 Rumah Tangga Rumah Tangga 46,955,792 | Semua Kelurahan Alokas an 48,834,024 Kabupaten
! publik
i dan Garut
Kab. Garut Tarogong o inerja
Kidul Sukagalih aparatur
2.0 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis 10 Jeni Kab. Garut Tarogong T[::'::f PYéningk gliereDtariat
02 | 001 6 004 Kantor Eahan Logistik s 37,590,000 Kidul Sukagalih er atan 10 Jenis 39,469,500 Kabupaten
antor Umum pelayan Garut
-Dana an
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Alokas publik
i dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Jumlah l’rransf Peningk
Penyediaan Semua Kab/Kota atan .
20 Penvediaan Barana Cetakan Barang Cetak t2 Pake Semua Kecamatan EJDn;:E pelayan 2 Paket g;ereDtanat
02 | 001 6. 005 dan)II’en andaang dan 369,016,890 | Semua Kelurahan Alokas an 405,918,579 Kabuoaten
99 Penggandaan j publik P
i dan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
Dana 7
Transf P. inak
Jumlah Media Semua Kab/Kota er ag:\mg
20 Penyediaan Bahan Bacaan gs;atdmaunman igOO E Semua Kecamatan EJDrglri? pelayan 3000 Ek g;lgtz)tarlat
02 | 001 ' 006 | dan Peraturan Perundang- 9 P 321,678,000 | Semua Kelurahan an sp 337,761,900
6 Iklan Alokas ) Kabupaten
undangan } publik
i dan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
Dana 7.
Transf Peningk
. er
atan .
#}l‘a’ﬂfg‘ai’ﬂ; 5432P Kab. Garut Tarogong | Urnum pelayan 5432 Po Sekretariat
02 | oot | 20 | 008 | Fasiitasi Kunjungan Tamu | Minuman orsi 548457000 | Kidul Sukagaiih -Dana an s 575879850 | DD
6 Alokas ’ Kabupaten
; publik G
i dan arut
Umum kinerja
aparatur
Dana 7.
Jumlah Transf Peningk
Pelaksanaan er atan Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat L Semua Kab/Kota
02 | 001 | 29 | 009 | Koordinasi dan Konsutasi | Koordnasi ke 88 kali 479935050 | Semua Kecamatan | UMM pelayan 88 kal 503,931,803 | DPRD
6 Luar Daerah dan -Dana an Kabupaten
SKPD . Semua Kelurahan )
Pembinaan ke Alokas publik Garut
Dalam Daerah i dan
Umum kinerja
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aparatur

Dana 7
Transf "
or Peningk
Jumlah Arsip Semua Kab/Kota Umum atan Sekretariat
. Dinamis yang 1 Arsip Semua Kecamatan ) pelayan 1 Arsip
02 | 001 | 20 | qqo | Penatausahaan Arsip ditata 30,709,000 | Semua Kelurahan Dana an 30858630 | DPRD
6 Dinamis pada SKPD Alokas ublik Kabupaten
i San Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparalur
20 Pengadaan Barang Milik
02 | 001 7' Daerah Penunjang Urusan 784,216,590 1,457,900,922
Pemerintah Daerah
Jumlah Semua Kab/Kota g .
Pengadaan . Peningk .
. 1 unit Semua Kecamatan 1 unit
Kendaraan Dinas atan .
Semua Kelurahan Sekretariat
20 Pengadaan Kgndaraan Jabatan pelayan DPRD
02 | 001 ' 001 | Perorangan Dinas atau 600,000,000 an 1,270,000,000
7 . ) Kabupaten
Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Garut Semua publik G
arut
Kecamatan Semua dan
Kelurahan kinerja
aparatur
Dana 7
Transf "
er Peningk
Jumlah Semua Kab/Kota Umum atan Sekretariat
20 Meubelair yang 4 Set Semua Kecamatan _Dana pelayan 4 Set DPRD
02 | 001 ’ 005 | Pengadaan Mebel Diperlukan 184,216,590 | Semua Kelurahan an 187,900,922
7 Alokas ublik Kabupaten
i Zan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong 3 aré tur
Kidul Sukagalih P
20 Penyediaan Jasa
02 | 001 8. Penunjang Urusan 537,952,501 550,209,552
Pemerintahan Daerah
Dana 7.
Transf Peningk Sekretariat
. Jumlah waktu Semua Kab/Kota
02 | oot | 20 | go1 | Penvediaan Jasa Surat pelaksanaan 12 bula 29,960,000 | SemuaKecamatan | & atan 32,057,200 | DPRD
8 Menyurat n Umum pelayan 12 bulan Kabupaten
surat menyurat Semua Kelurahan
-Dana an Garut
Alokas publik
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dan

Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong aparatur
Kidul Sukagalih
Dana 7
Transf o
Jumlah or Peningk
Pembayaran Semua Kab/Kota atan Sekretariat
20 Penyediaan Jasa Telepon, 12Bul SemuaKecamatan | o pelayan 12 Bula DPRD.
02 | 001 | 2 | 002 | Komunikasi, Sumber Daya | Rekening PDAM an 171,724,140 | Semua Kelurahan -Dana an n 175,158,623
8 . - TS Alokas I Kabupaten
Air dan Listrik dan Listrik ! publik G
i dan arut
Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Transf "
er Peningk
Jumlah Jasa Semua Kab/Kota Umum atan Sekretariat
20 Penvediaan Jasa Pel Kebersihan 2 jasa Semua Kecamatan Dana pelayan 2 jasa DI?’R?)a a
02 | 001 | &° | oo4 | [ Envediaan JasaFelayanan | anior 336,268,361 | Semua Kelurahan an 342,993,729
8 Umum Kantor Alokas . Kabupaten
! publik
i dan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong a0a riitu "
Kidul Sukagalih P
20 Pemeliharaan Barang Milik
02 | 001 9' Daerah Penunjang Urusan 825,011,400 847,920,714
Pemerintahan Daerah
Jumlah
Kendaraan yang Dana 7
dibiayai untuk Transf Péningk
Penyed|aan Jasq Pemellharaan Semua Kab/Kota er atan _
Pemeliharaan, Biaya dan Pajak . Umum . Sekretariat
20 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 25 unit SemuaKecamatan | p,, pelayan 25 unit DPRD
02 | 001 9 001 Kendaraan Perorangan Perorangan 278,602,800 | Semua Kelurahan Alokas azblik 284,174,856 Kabupaten
Dinas atau Kendaraan Dinas | Dinas atau i zan Garut
Jabatan Kendaraan Dinas Umum Kineri
-y
Kab. Garut Tarogong P
Kidul Sukagalih
Dana 7. Sekretariat
Jumlah Waktu Semua Kab/Kota .
02 | 001 | 29 | 005 | Pemeliharaan Mebel meubel yang 12Bul 47250000 | SemuaKecamatan | 2"t Peningk 12 Bula 49,612,500 | DPRD
9 S an er atan Kabupaten
dipelihara Semua Kelurahan n
Umum pelayan Garut
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-Dana an
Alokas publik
i dan
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong aparatur
Kidul Sukagalih
Dana
Transf 7.
Jumlah Gedung Semua Kab/Kota er Peningk
Kantor yang 6 Gedu Semua Kecamatan Umum atan 6 Gedun Sekretariat
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi dipelihara/ ng Semua Kelurahan -Dana pelayan 9 DPRD
02 | 001 9‘ 009 | Gedung Kantor dan Direhabilitasi 187,614,500 Alokas an 193,242,935 Kabupaten
Bangunan Lainnya i publik Garut
Umum dan
Kab. Garut Semua kinerja
Kecamatan Semua aparatur
Kelurahan
Dana
Jumlah Jenis Transf 7.
rana dan r
. _— g?azaraagg 10 Jeni Semua Kab/Kota amum Zg:\lngk .
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua Kecamatan . Sekretariat
2.0 Sarana dan Prasarana Kantor yang s Semua Kelurahan -Dana pelayan 10 Jenis DPRD
02 | 001 ’ 010 akan diperbaiki 311,544,100 Alokas an 320,890,423
9 Gedung Kantor atau dan direhabilitasi i blik Kabupaten
Bangunan Lainnya an direha publ Garut
Umum dan
Kab. Garut Semua kinerja
Kecamatan Semua aparatur
Kelurahan
02 | 001 | 2 Layanan Keuangan dan 31,036,239,534 33,177,008,286
5 Kesejahteraan DPRD ,U90,299, ,177,008,
Dana
Transf 7.
Tersedianya Gaji 12B Semua Kab/Kota er Peningk
k Anggota ul Semua Kecamatan Umum atan 12 Bula Sekretariat
Penyelenggaraan Untuk Angg an 3 -Dana pelayan
02 | 001 2'1 001 | Administrasi Keuangan DPRD 30426,937,23 | Semua Kelurahan Alokas an n 32556822842 | o0
DPRD i ublik abupaten
p Garut
Umum dan
Kab. Garut Semua kinerja
Kecamatan Semua aparatur
Kelurahan
21 Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian 250 ste Semua Kab/Kota Dana 7. Sekretariat
02 | 001 5 002 dan Atribut DPRD Dinas bagi | 479,012,298 Semua Kecamatan Transf Peningk 250 stel 488,592,544 DPRD
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Pimpinan dan Semua Kelurahan er atan Kabupaten
Anggota DPRD Umum pelayan Garut
-Dana an
Alokas publik
i dan
Umum kinerja
Kab. Garut Semua aparatur
Kecamatan Semua
Kelurahan
Dana
Transf 7.
Jumlah Anggota Semua Kab/Kota er Peningk
yang melakukan 50 Ora 3 K t Umum atan 500 s .
. Medical Check ng Semua Kelcamr? an -Dana pelayan ran D;Ig%tarlat
02 | 001 2.1 003 Pelaksanaan Medical Check Up 130,290,000 emua Kelurahan Alokas an g 131,592,900
5 Up DPRD i publik Kabupaten
Umum dan Garut
Kab. Garut Semua kinerja
Kecamatan Semua aparatur
Kelurahan
02 | oot | 2 Layanan Administrast 2,457,539,145 2,582,021,102
Dana 7
l’rransf Peningk
. . Semua Kab/Kota atan -
Sekretariat
21 Penyelenggaraan J”m'a? AS:I%D 50 Arsi Semua Kecamatan UDmum pelayan 50 Arsi DPRD
02 | 001 | ¢ 001 | Administrasi Keanggotaan anggota p 80,250,000 | Semua Kelurahan -Uana an rsIp 85,867,500
Alokas I Kabupaten
DPRD ; publik
i Garut
dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Transf -
or Peningk
Jumlah Jenis . Semua Kab/Kota atan .
21 Fasilitasi Fraksi ;0 deni Semua Kecamatan EJDn;lrJ]? pelayan 10 Jenis g;lg%tanat
02 | 001 ’ 002 | Fasilitasi Fraksi DPRD DPRD 336,000,000 | Semua Kelurahan an 352,800,000
6 Alokas ublik Kabupaten
i zan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong !
aparatur

Kidul Sukagalih
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Dana

Transf 7
Jumlah or Peningk
Eelaks;naaq ‘ 375 kal Semua&(ab/Kota Umum atan al Sekretariat
21 Fasilitasi Rapat Koordinasi apat oordln_aS| i Semua Kecamatan Dana pelayan 375 kali DPRD
02 | 001 ' 003 . dan Konsultasi 1,988,789,145 | Semua Kelurahan an 2,088,228,602
6 dan Konsultasi DPRD Alokas ) Kabupaten
DPRD . publik
i dan Garut
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
Dana 7
Jumlah Jenis l’;ansf Peningk
Penyediaan . Semua Kab/Kota atan .
2.1 Penyediaan Kebutuhan Kebutuhan ;0 e Semua Kecamatan EJDrglrJg' pelayan 10 Jenis g;er%tarlat
02 | 001 ' 004 Y Rumah Tangga 52,500,000 | Semua Kelurahan an 55,125,000
6 Rumah Tangga DPRD Alokas ) Kabupaten
DPRD i publik Garut
Umum Eﬁgda
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
PROGRAM DUKUNGAN
02 | 002 PELAKSANAAN TUGAS 28,082,346,138 30,512,801,796
DAN FUNGSI DPRD
20 Pembentukan Peraturan
02 | 002 ’ Daerah dan Peraturan 4,526,190,320 4,969,298,218
1
DPRD
Dana 7
Transf "
or Peningk
Terbentuknya Semua Kab/Kota atan .
20 gg%jﬁ:j‘:ﬂdﬁ‘; - PROPEMPERD 1 Kepu SemuaKecamatan | o pelayan 1 Keput gg(Rr%tanat
02 | 002 ’ 001 g A 656,888,100 | Semua Kelurahan an usan 722,576,910
1 Pembentukan Peraturan Alokas ublik Kabupaten
Daerah i P Garut
Umum d?n.
kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
Dana 7.
Transf Peningk .
20 Pembahasan Rancandan Terlaksananya Semua Kab/Kota er atan ggereDtanat
02 | 002 ' 002 9 Pembahasan 7 kali 3,552,264,430 | Semua Kecamatan Umum pelayan 7 kali 3,907,490,873
1 Peraturan Daerah Kabupaten
Raperda Semua Kelurahan -Dana an
. Garut
Alokas publik
i dan
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Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Transf Peningk
er
o Tersusunnya Kab. Garut Semua atan Sekretariat
20 Fasilitasi Penyusunan Naskah 2hNask Kecamatan Semua UDmum pelayan 2 Naska DPRD
02 | 002 | % 004 | Penjelasan/Keterangan Akademik a 317,037,790 | Kelurahan -Uana an h 339,230,435 | | ten
dan/atau Naskah Akademik Alokas publik Gt
i
dan
Umum kinerja
aparatur
02 | 002 g.o :ﬁ’;‘::;ffa" Kebijakan 1,468,853,210 1,615,738,531
Dana 7
Jumlah l’;ansf Peningk
Pembahasan Semua Kab/Kota Umum atan Sekretariat
20 Rancangan 2 kali Semua Kecamatan _Dana pelayan 2 kali DPRD
02 | 002 2' 003 | Pembahasan APBD Peraturan 1,468,853,210 | Semua Kelurahan Alokas an 1,615,738,531 Kabupaten
Daerah APBD : publik Cat
Umum Ei?:arja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
20 Pengawasan
02 | 002 3' Penyelenggaraan 735,286,880 786,756,962
Pemerintahan
Dana 7.
l’:ansf Peningk
Terlaksananya atan .
Pembahasan Laporan Sekretariat
20 Keterangan P Pembahasan 1 kali }?’Zbll gakat Tﬁzogong UDmum pelayan 1 kali DPRD
02 | 002 | & 008 . LKPJ 735,286,880 | fldul sukagall -Uana an 786,756,962
3 Pertanggungjawaban Kepala Alokas ublik Kabupaten
Daerah i zan Garut
Umum kinerja
aparatur
02 | ooz | 2° Pomnglatan Kapasitas 3,824,662,766 4,108,917,802
20 Terselenggarany Kab. Garut Tarodon Dana 7. Sekretariat
02 | 002 4' 002 | Bimbingan Teknis DPRD a Diklat dan 6 kali 2,670,708,016 Kidull Sukaalih 9091 Transf Peningk 6 kali 2,857,657,577 | DPRD
Bimtek g er atan Kabupaten
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Umum pelayan Garut
-Dana an
Alokas publik
i dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Transf Peningk
er
Jumlah Tenaga atan -
. . 108 Or Kab. Garut Tarogong | Umum Sekretariat
; : Ahli Fraksi yan: ) . pelayan 108 Ora
2.0 Penyediaan Tenaga Ahli V yang ang Kidul Sukagalih -Dana DPRD
02 | 002 4 005 Fraksi diperlukan 226,800,000 Alokas azb"k ng 238,140,000 Kabupaten
i Zan Garut
Umum kinerja
aparatur
Jumlah Hearing Dana 7.
Dialog dengan Transf Peningk
Pejabat er atan ]
Pemerintah 110 kal Kab. Garut Tarogong | Umum pelayan 110 kali Sekretariat
02 002 2.0 006 Penyelenggaraan Hubungan Daerah dan | 702’154’750 Kidul Sukagallh -Dana an 772’370’225 DPRD
4 Masyarakat Tokoh Alokas . Kabupaten
; publik Garut
Masyarakat dan i dan aru
Tokoh Agama Umum kinerja
aparatur
Dana 7
Transf P. .
or tenlngk
Dokumen Semua Kab/Kota atan .
20 Penvusunan Proaram Keria | encana Kerja :n(eigku Semua Kecamatan EJDrglr‘Q pelayan 1 dokum g;lgganat
02 | 002 | 57 | 007 y 9 12| pPRD 225,000,000 | Semua Kelurahan an en 240,750,000
4 DPRD Alokas . Kabupaten
i publik Garut
dan
Umum kinerja
Kab. Garut Tarogong
Kidul Sukagalih aparatur
20 Penyerapan dan
02 | 002 5' Penghimpunan Aspirasi 7,945,599,152 8,501,791,092
Masyarakat
. . Jumlah Dana 7. Sekretariat
02 | 002 | 20 | go | Kuniungan Kerja dalam Pelaksanaan 144 kal 2581436632 | eb. GarutTarogong | e Peningk 144 Kali 2762,137,196 | DPRD
5 Daerah . i Kidul Sukagalih
Kunjungan er atan Kabupaten
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Pimpinan dan Umum pelayan Garut
Anggota DPRD -Dana an
Alokas publik
i dan
Umum kinerja
aparatur
Dana 7.
Transf Peningk
Jumlah Ermum ::ann Sekretariat
02 | 002 | 2% | 003 | Pelaksanaan Reses Pelaksanaan 3 kali 5364162520 | <b- GarutTarogong | 1y ) an S kali 5739,653,896 | DFRD
5 Kegiatan Reses Kidul Sukagalih I Kabupaten
Alokas publik
. Garut
i dan
Umum kinerja
aparatur
20 Pelaksanaan dan
02 | 002 | . Pengawasan Kode Etik 321,000,000 343,470,000
6
DPRD
Dana
Transfe 7.
Jumlah Semua Kab/Kota r Peningkata Sekretariat
20 Penyusunan Kode Etik Peraturan yang 1 Perat Semua Kecamatan Umum- n 1 Peratu DPRD
02 | 002 ' 001 A uran 321,000,000 | Semua Kelurahan pelayanan 343,470,000
6 DPRD diputuskan K Dana publik dan ran Kabupaten
ab. Garut Tarogong | Ajokasi kineria Garut
Kidul Sukagalih Umum aparatur
02 | 002 g.o Fasilitasi Tugas DPRD 9,260,753,810 10,186,829,191
Dana 7.
f(umlzlh y Transf Memperku Pteningk
oordinasi dan er at atan .
2.0 Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi 384 kal SS:r;nuu: chtgrﬁgttim Umurm ?ﬁﬁﬁﬂ'ﬁiin pelayan 384 kali g;lg%tarlat
02 | 002 | o 001 Pimpinan dan i 9,260,753,810 -Dana an 10,186,829,191
8 Pelaksanaan Tugas DPRD Semua Kelurahan kam Dan . Kabupaten
Anggota DPRD Alokas | Transforma | publik
. ; Garut
ke Luar Daerah i sl dan
Umum | ER¥mM 1 kinerja
aparatur
TOTAL 74,197,040,414 80,487,681,758
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat
DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD
dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pada tahun 2022 tidak ada usulan program dan kegiatan yang
diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Garut

Tabel C 32
No Program/ Lokasi Indikator Volume Catatan
Kegiatan Kinerja
1 2 3 4 5 6
NIHIL
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3.1.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN
2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN
tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam
RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-
2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke
dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-
middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi
Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025,
sasaran pembangunan jangka ~menengah 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan
diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita

Kedua, meliputi :
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(1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

(2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

(3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

(4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

(5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

(6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan Terpercaya;

(7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa

Aman pada

Seluruh Warga;

(8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
(9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan

pencapaian  sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden

menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur,

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan

Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke

dalam tujuh

agenda pembangunan, meliputi:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan dan kualitas
investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan
menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan

ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif
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dan berdaya saing melalui: a) Pengelolaan sumber daya
ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan b) Akselerasi peningkatan nilai
tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan MenjaminPemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan
untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan
pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan
harmonisasi antara rencana pembangunan dengan
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat
dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan
daerah;
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah
belum berkembang;
C) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:
a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
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c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) Pengentasan kemiskinan; dan

g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental
sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan
berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara
pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang
bertumpu pada:

a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan
dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan
pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan
pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan
keunggulan wilayah melalui:

a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui
kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam

pembangunan;
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c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan
daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,
kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan
hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
akan diarahkan melalui kebijakan:

a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
c) pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada
seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua

masyarakat melalui:

a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
berkualitas;

b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber;

d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
dan;

e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di

Iuar negeri.
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Tema pembangunan RKP 2022 disusun dengan
mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN
2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun
2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Dengan terjadinya
pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian
perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun
2021, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses
pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022
adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, adapun
sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP 2022 oleh Pemerintah
melalui Program Prioritas Nasional. Pertama, memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua,
pengembangan wilayah untuk mengatasi kesenjangan dan menjamin
pemerataan dengan kebijakan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat,
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan
memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental. Kelima,
memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan  dasar. Keenam, membangun lingkungan  hidup
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada
DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah,

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan senantiasa selalu
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ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan
merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan
daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun
Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas maka tentu
produk hukum terutama peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya,
mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya
akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Garut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan perubahan paradigma sebagai lembaga yang
memfasilitasi berbagai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Sekretariat DPRD di tuntut melakukan peningkatan kualitas pelayanan
kedewanan, yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari
aspirasi masyarakat yang telah mempercayakan suaranya melalui
DPRD, dengan kata lain Sekretariat DPRD harus tumbuh menjadi unit
organisasi yang dapat memberikan pelayanan prima yang dapat
mendukung aktivitas DPRD.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, adalah
sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang Baik
dan Bersih serta Profesionalisme Pelayanan Terhadap DPRD

Sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Bersih
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2. Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan Terhadap DPRD

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan
dalam Tahun Anggaran 2022 berjumlah 2 program 44 kegiatan. Untuk
Kegiatan Prioritas Terdiri dari 6 Kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Tahun 2021 sebagai mana disajikan pada Tabel T.C-33.
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Garut Tahun 2022

Tabel C 33
Realis Prakira Prakiraan Maju Peran
. Target - an Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Tahun
. Indikator . asi . gkat
Urusan/ Bidang Program/ Akhir Capaia Capaia Kelo 2023 Daera
Urusan/ Program/ 9 Period P n Priorit mpok
Kode . Kegiatan/ n rioritas h
Kegiatan/ Sub Sub e RKPD Target Target Sumb Sasar Tar Paqu Penan
Kegiatan . RPJM RKPD g Pagu Indikatif | Lokasi er Nasi an 9 agu.
Kegiatan D Tahun Tahun 2022 Dana aslo Daerah et Indikatif ggung
2020 2021 nal Jawab
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DPRD 73,594,627,716 80,487,681,758
EESSI\IT.;AANII\IG Persentase
00 URUSAN Pelayanan
1 PEMERINTAHAN dalam urusan % % 100 % 45,673,586,714 100% | 49,974,879,962
DAERAH Pemerintahan
KABUPATEN/KOTA Daerah
Persentase
Perencanaan realisasi
' Kegiatan yang
02 i'o Esgﬁ,z;??(?;ae?j’;an sesuai dengan Persen Persen iOO Perse 260,818,257 i?soe: 308,613,954
Perangkat Daerah Perencanaan
Penganggaran
dan Evaluasi
7.
Dana . Sekreta
b Dok Jumlah éi?in Transfer Peningkata Sek riat
00 | 2.0 00 enyusunan Dokumen Dokumen 1 dokume ! Umum- n (_2 ret 1 dok DPRD
Perencanaan . 220,976,860 | Tarogong pelayanan ariat 236,445,240
1|11 1 Rencana Kerja n ) Dana ’ umen Kabupa
Perangkat Daerah SKPD Kidul, Alokasi publik dan DPRD ten
Sukagalih okasl kinerja Garut
Umum aparatur
J[;Jomkljanr;en Kab. Dana 7. Sekret
L . ekreta
ﬁgg;cﬂgss;\ﬂall_naporan Penyusunan S:;UJ; Transfer senlngkata Sekret riat
00|20 00 Capaian Kinerja dan Lapo'ran L 1 dokume 39,841,397 | Kecamata Umum- pelayanan ariat 1dok 42,630,294 DPRD
111 6 Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja n n, Semua Dana publik dan DPRD | YMeN Kabupa
Kinerja SKPD dan Ikhtisar Keluraha | Alokasi kinerja ten
Realisasi n Umum aparatur Garut
Kinerja SKPD




Kab. Dana 4. Sekreta
Jumlah Garut, Transfer Peningkata riat
00 | 2.0 | 00 | Evaluasi Kinerja Dokumen emua - nkualtas | Sekret | ;,,, DPRD
' ) Kinerja 1 laporan 0 | Kecamata infrastruktur | ariat P 29,538,420
1)1 7 | Perangkat Daerah Dana ) ran Kabupa
Perangkat n, Semua . wilayah DPRD
Alokasi ten
Daerah Keluraha U secara Garut
n mum merata
Persentase
Administrasi realisasi
00120 Keuangan Perangkat | Keuangan Persen Persen 100 erse 6,149,402,188 100P 1 7 479,111,518
1]2 n ersen
Daerah Perangkat
Daerah
Kab. 7.
Garut, Peningkata ﬁ:tkreta
. . Penyediaan Semua n Sekret
0(1) 2'0 02 ?ngﬂd'gzxgﬂ'da” Gaji dan 12 Bulan 5,983,546,838 | Kecamata pelayanan | ariat :i Bul | 7273,367,263 EaPSJDa
Jang Tunjangan n, Semua publik dan DPRD ten p
Keluraha kinerja Garut
n aparatur
'Z,' inakat Sekreta
Penyediaan Jumlah Laporan eningkata Sekret riat
00 | 2.0 00 | Administrasi Administrasi n eKre 1 lapo DPRD
1 laporan 0 pelayanan ariat 28,279,030
1]2 2 | Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan ’ ran Kabupa
publik dan DPRD
ASN ASN kinerja ten
aparatur Garut
Kab.
Garut, I73.eningkata Sekreta
Pelaksanaan Jumlah Semua n Sekret riat
00 | 2.0 00 | Penatausahaan dan Dokumen 1 dokume - 1 dok DPRD
" e el 26,964,000 | Kecamata pelayanan ariat 28,851,480
1]2 3 | Pengujian/Verifikasi Verifikasi n ’ umen Kabupa
n, Semua publik dan DPRD
Keuangan SKPD Keuangan SKPD P ten
Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Kab. 7.
Garut, Peningkata S_ekreta
Koordinasi dan Jumlah Semua n Sekret riat
. Pelak ) - 2 kegi
00120 00 Pelaksanaan Akuntansi elaksanaan 2 kegiatan 48,150,000 | Kecamata pelayanan ariat cel 51,520,500 DPRD
12 4 Koordinasi ’ atan Kabupa
SKPD . n, Semua publik dan DPRD
Akuntansi SKPD P ten
Keluraha kinerja Garut
n aparatur




Kab.
Jumiah Garut Iz’énin kata Sekreta
Koordinasi dan Dokumen Semua n ’ Sekret riat
00 | 20 | 00 | Penyusunan Laporan | Penyusunan 1 dokume 31,859,250 | Kecamata pelayanan | ariat | L9%K 34,089,308 | DPRD
12 5 | Keuangan Akhir Tahun Laporan n : umen Kabupa
. n, Semua publik dan DPRD
SKPD Keuangan Akhir ineri ten
Tah Keluraha kinerja Garut
anhun n aparatur
Kab. 7.
Koordinasi dan Garut, Peningkata sgtkreta
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Semua n Sekret
02 2'0 og Keuangan Keuangan id°k“me 21,111,100 | Kecamata pelayanan | ariat Ll”:‘;'; 22,588,877 EaplilDa
Bulanan/Triwulanan/Se Semesteran n, Semua publik dan DPRD ten P
mesteran SKPD Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Kab. 7.
Garut, Peningkata Sekreta
Penyusunan Pelaporan Jumiah Laporan Semua n Sekret riat
. : P i 1 dok - 1 dok
00120 00 dan Analisis Prognosis rognos.ls dokume 37,771,000 | Kecamata pelayanan ariat do 40,414,970 DPRD
1]2 8 AU Realisasi n ’ umen Kabupa
Realisasi Anggaran n, Semua publik dan DPRD
Anggaran P ten
Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Persentase
Administrasi Barang Pengadministra
00120 Milik Daerah pada sian Barang Persen persen | 0O Perse 192,465,337 1oop 199,904,602
1|3 Milik Daerah n ersen
Perangkat Daerah
pada Perangkat
Daerah
Kab. 7.
Tersedianya Garut, Peningkata S:tkreta
Jasa Semua n Sekret
00|20 00 P(_a_ngamanan Barang Pengamanan di 1jasa 192,465,337 | Kecamata pelayanan ariat 1jasa 199,904,602 DPRD
13 2 | Milik Daerah SKPD . ’ Kabupa
Lingkungan n, Semua publik dan DPRD ten
Kantor Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Persentase
Administrasi Pengadministra
00120 Kepegawaian san Persen persen | 00 Perse 416,977,350 100P 642,809,830
1|5 Kepegawaian n ersen

Perangkat Daerah

Perangkat
Daerah




Kab. 7. Sek
) ekreta
Peninakatan S Jumlah Sarana Sar“tr Peningkata ot
00 | 2.0 00 eningkatan Sarana dan Prasarana . emua n S(_ekret . DPRD
dan Prasarana Disiplin o 1 unit 0 | Kecamata pelayanan ariat 1 unit 30,339,850
1|5 1 - Disiplin : Kabupa
Pegawai p : n, Semua publik dan DPRD
egawai P ten
Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Kab. 7. Sek
. ekreta
Pengadaan Pakaian Jumlah Bahan ?arut, Peningkata Sekret riat
00|20 | 00"} : Untuk Pakaian emua n ekre
115 5 Dinas Beserta Atribut Dinas beserta 80 Bahan 41,616,000 | Kecamata pelayanan ariat 80Ba 63,255,725 DPRD
Kelengkapannya n, Semua ublik dan DPRD han Kabupa
Atributnya ! pUDTH ten
Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Kab. 7
Jumlah i Sekreta
Pendataan dan Dok 2 Garut, Peningkata riat
okumen Semua n Sekret
00 | 2.0 00 | Pengolahan - 1lap DPRD
_ ; untuk 1 Laporan 0 | Kecamata pelayanan ariat 25,760,250
1|5 3 | Administrasi L ) ’ oran Kabupa
Kepegawaian administrasi n, Semua publik dan DPRD ten
Kepegawaian Keluraha kinerja Garut
n aparatur
Semua
Jumlah Waktu Kab/Kota,
Pelaksanaan semua 7 12 bul
Koordinasi 12 bulan Kecamata Péningkata an Sekreta
Koordinasi dan Kepegawaian n, semua n Sekret riat
00 | 2.0 00 . Keluraha - DPRD
115 4 Pelaksanaan Sistem 0 n pelayanan ariat 40,987,420 Kab
Informasi Kepegawaian publik dan DPRD abupa
Kab. Kineri ten
inerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana 7.
Jumlah Orang gab/Kota, Transfer Peningkata Sekret ﬁaetkreta
X emua n eKre
00 | 2.0 00 | Pemulangan Pegawai untuk Umum- - 2o0ra DPRD
15 6 | yang Pensiun Pemulangan 2 orang 0 | Kecamata Dana pela_yanan ariat 23,584,940
ng Kabupa
. n, Semua . publik dan DPRD
Pensiun Kelurah Alokasi kineria ten
uraha | o ] Garut

n

aparatur




Kab.

Garut,
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Waktu g:;/f:ta’ Transfer
Pemular}gan 12 bulan Kecamata Umum- 7. 12 bul Sekreta
Pegawai yang n Semua Dana Peningkata an it
Pemulangan Pegawai meninggal y Alokasi n Sekret
. Kelurah -
02 5.0 03 yang Meninggal dalam 0 ne urana Umum pelayanan ariat 29,423,930 EaptiJDa
Melaksanakan Tugas Kab publik dan DPRD ten P
e .t kinerja Garut
arut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Orang Kab/Kota, Transfer
ang semua Umum- 20ra
v 2 Orang Kecamata 7. ) Sekreta
melaksanakan n Semua | Pana Peningkata ng riat
indah tugas ! Alokasi
00 | 2.0 00 | Pemindahan Tugas o ue Keluraha U ' n Sekret DPRD
115 8 | ASN 0 n mum pelayanan ariat 27,821,070 Kabupa
publik dan DPRD
Kab. kineri ten
Garut inerja Garut
arut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Jumlah Pegawai
yang mengikuti Semua Dana
Pendidikan dan gab/Kota, Transfer |73énin Kata Sekreta
Pendidikan dan Pelatihan emua Umum- 9 720r riat
00 | 2.0 | 00 | Pelatihan Pegawai Pegawai 72 orang Kecamata | n Sekret DPRD
: egawal 375,361,350 ana elayanan | ariat ang 401,636,645
1|5 9 | Berdasarkan Tugas dan | perdasarkan n,Semua | oo publi%( dan DPRD Kabupa
Fungsi Keluraha puit ten
9 Tugas dan Umum Ki
) n inerja Garut
Fungsi aparatur
00 | 2.0 Administrasi Umum | Persentase bersen persen | 100Perse 2,114,542,995 100P 1 5 720,379,482
1|6 Perangkat Daerah Pengadministra n ersen

5




sian Umum

Perangkat
Daerah
Semua Dana
Kab/Kota,
. Transfer
Jumlah Jenis Semua
) Umum- 7. 16 Jen
Komponen 16 Jenis Kecamata . . Sekreta
i Instalasi Listrik S Dana Peningkata is :
Penyediaan Komponen nstalasi Listri n, Semua - riat
00 | 20 | 00 | Instalasi Keluraha | Alokasi n Sekret DPRD
' nstaiast 43,183,800 Umum pelayanan | ariat 44,928,426
16 1 | Listrik/Penerangan n ? Kabupa
publik dan DPRD
Bangunan Kantor Kab. kinerja ten
Garut, aparatur Garut
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Jenis Kab/Kota,
Transfer
ATK dan Semua
: . Umum- 7. 47 Jen
Penyediaan 47 Jenis Kecamata . . Sekreta
Dana Peningkata is X
Penyediaan Peralatan Peralatan N, SeMUa | yoyasi n Sekret riat
Kant Kelurah -
02 625.0 og dan Perlengkapan antor 437,810,850 ne urana Umum pelayanan ariat 739,796,770 EaPtEJDa
Kantor b publik dan DPRD ten P
Kab. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Kab/Kota,
. Transfer
Jumlah Jenis Semua
B Umum- 7. 21Jen
Peralatan 21 Jenis Kecamata Dana ) is Sekreta
Rumah Tangga n, Semua Alokasi Eenlngkata Sekret riat
i Kelurah -
00 | 2.0 00 | Penyediaan Peralatan 45218,905 eluraha Umum pelayanan ariat 48,834,024 DPRD
16 3 | Rumah Tangga n ’ Kabupa
Kab publik dan DPRD ten
ap. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
00 | 2.0 00 | Penyediaan Bahan Jumlah Jenis ) Kab. Dana 7. Sekret | 10Jen Sekreta
116 4 | Logistik Kantor Bahan Logistik 10 Jenis 0 Garut, Transfer Peningkata | ariat is 39,469,500 riat




Kantor Tarogong | Umum- n DPRD DPRD
Kidul, Dana pelayanan Kabupa
Sukagalih | Alokasi publik dan ten
Umum kinerja Garut
aparatur
Semua Dana
Jumlah Kab/Kota, Transfer
Penyediaan Semua Umum- 2 Pak
Barang Cetak 2 Paket Kecamata 7. . Sekreta
dan n Semua | Pana Peningkata et riat
Penyediaan Barang ! Alokasi n Sekret
P d Kelurah -
02 2.0 Og Cetakan dan enggandaan 398,849,390 ne uraa o ymum pelayanan ariat 405,918,579 E:&Da
Penggandaan b publik dan DPRD ten P
Kab. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Media E::ﬁ:ta’ Transfer
Eetakdan 3000 Eksp Kecamata gmum- 7. ;»(;OO Sekreta
engumuman n Semua ana Peningkata P riat
00 | 20 | oo | Penyediaan Bahan Iklan K,eluraha Alokasi n Sekret DPRD
1 6' 6 Bacaan dan Peraturan 321,678,000 | Umum pelayanan ariat 337,761,900 Kabupa
Perundang-undangan publik dan DPRD P
Kab. P ten
kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Dana
Kab. 7.
Jumlah Porsi Garut, erizs:qe-r Peningkata 432 ﬁ:tkreta
00 | 20 | 00 | Fasilitasi Kunjungan Makanan dan 5432 Porsi Tarogong n Sekret : DPRD
18 8 | Tamu Minuman 387,867,000 | Kidul Dana pelayanan | ariat Porsi 575,879,850 | | opina
Sukagalih | Alokast publik dan | DPRD on
Umum kinerja
Garut
aparatur
Penyelenggaraan Jumiah Semua Dana 7. Sekret Sekreta
. . Pelak: Kab/Kot: T fi i - 88 kal {
00120 00 Rapat Koordinasi dan elaksanaan 88 kali 479,935,050 ab/Kota, ranster Peningkata ariat eeka 503,931,803 riat
1|6 9 Konsultasi SKPD Koordinasi ke Semua Umum- n DPRD | ' DPRD
Luar Daerah Kecamata | Dana pelayanan Kabupa




dan Pembinaan n, Semua | Alokasi publik dan ten
ke Dalam Keluraha | Umum kinerja Garut
Daerah n aparatur
Semua Dana
Kab/Kota,
. Transfer
Jumlah Arsip Semua .
Dinamis yang 1 Arsip Kecamata Umum- 7. L Arsi Sekreta
) Dana Peningkata P X
ditata n, Semua Alokasi Sekret riat
00 | 2.0 01 | Penatausahaan Arsip Keluraha U n | exre DPRD
1|6 0 | Dinamis pada SKPD 0 n mum pelayanan ariat 32,858,630 Kabupa
b publik dan DPRD ten
Kab. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Persentase
Pengadaan
Pengadaan Barang Barang Milik
00 | 2.0 Milik Daerah Daerah Untuk 100 Perse 100 P
117 Penunjang Urusan Menunjang Persen Persen 963,711,500 ersen 1,457,900,922
Pemerintah Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
Semua
Jumlah Kab/Kota,
Semua
Pengadaan . .
1 unit Kecamata 1 unit
Kendaraan n. Semua 7. Sekret
Dinas Jabatan ! i ekreta
Pengadaan Kendaraan Keluraha Eenlngkata Sekret riat
00 | 2.0 00 | Perorangan Dinas atau n : DPRD
117 1 | Kendaraan Dinas 685,922,000 Kab. pela_yanan ariat 1,270,000,000 Kabupa
publik dan DPRD
Jabatan Garut, Kineri ten
inerja Garut
Semua aparatur
Kecamata
n, Semua

Keluraha
n




Semua

Kab/Kota, Dana
ah Semua Transfer
Jumla Umum- 7
; Kecamata C 4 Set Sekreta
I\/!eubelaw yang 4 Set Dana Peningkata iat
Diperlukan n, Semua . rial
Keluraha | AlOK3S n Sekret DPRD
00 | 2.0 00 Umum elayanan ariat 187,900,922
Pengadaan Mebel 277,789,500 pelay: TR bupa
1|7 | 5|"°™ " publik dan | DPRD teabup
Kab. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Persentase
P i 3 Penyediaan 100P
enyediaan Jasa . 100 Perse
00 | 2.0 Penunjang Urusan Jasa Penunjang  po . o Persen ers 539,216,862 ersen 550,209,552
1|8 g Urusan n
Pemerintahan Daerah )
Pemerintah
Daerah
Semua Dana
Kab/Kota,
Transfer
Jumlah waktu Semua Umum- 7 12 bul
pelaksanaan 12 bulan Kecamata Dana Peningkata an S_etkreta
surat menyurat n, Semua : ria
) Kelurah Alokasi n Sekret DPRD
00 | 2.0 | 00 | Penyediaan Jasa Surat 29,960,000 | -0 | Umum pelayanan ariat 32,057,200 Kabupa
1|8 1 | Menyurat n publik dan | DPRD ton
Kab. kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Kab/Kota, 7. Sekreta
Pembayaran Semua Transfer Peningkata rint
Penyediaan Jasa Telepc?n, 12 Bulan Kecamata gmum— n S(_akret 2: Bul DPRD
00 | 2.0 | 00 Komunikasi, Sumber Rekening 178,722,000 | 1 semua Ala“ka ) pelayanan ariat 175,158,623 Kabupa
1|8 2 | Daya Air dan Listrik PDAM dan Keluraha okasi publik dan | DPRD ton
Listrik n Umum kinerja Garut

aparatur




Semua

Kab/Kota, Dana
Transfer
Jumlah Jasa Semua Umum-
Kebersihan 2 jasa Kecamata Dana 7. 2 jasa Sekreta
Penyediaan Jasa Kantor M SeMua |y jopas Eenlngkata Sekret riat
Keluraha -
00 120 1 00 | popavanan Umum 330,534,862 Umum pelayanan | ariat 342,993,729 | DPRD
18 4 n ’ Kabupa
Kantor publik dan DPRD
Kab. P ten
kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Persentase
Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang | Barang Milik
00 | 2.0 Milik D_aerah Daerah Persen Persen 100 Perse 976,837,500 100 P 847,020,714
119 Penunjang Urusan Penunjang n ersen
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Kendaraan
yang dibiayai Semua
untuk Kab/Kota, Dana
. Transfer
. Pemeliharaan Semua U 25 uni
Penyediaan Jasa dan Pajak 25 unit Kecamata mum- 7. unt
Pemeliharaan, Biaya Dana Peningkata t Sekreta
Pemeliharaan’dany Kendaraan n, Semua Alokasi n ’ Sekret riat
. P Kelurah -
00 1 20 | 00 | poiak Kendaraan erorangan 275,820,000 | - Umum pelayanan | ariat 284,174,856 | DPRD
119 1 ’ Dinas atau n : Kabupa
Perorangan Dinas atau Kend publik dan DPRD ten
Kendaraan Dinas ?n araan kinerja Garut
Jabatan Dinas Jabatan aparatur
Kab.
Garut,
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana 7. Sekreta
0 | 2.0 00 Jumlah Waktu Kab/Kota, | Transfer Peningkata Sekret 12 Bul riat
1 9' 5 Pemeliharaan Mebel meubel yang 12 Bulan 47,000,000 | Semua Umum- n ariat an 49,612,500 | DPRD
dipelihara Kecamata | Dana pelayanan DPRD Kabupa
n, Semua | Alokasi publik dan ten
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Keluraha Umum kinerja Garut
n aparatur
Kab.
Garut,
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana
Jumlah Gedung Kab/Kota, Transfer
Kantor yang Semua Umum- 6 Ged
Lo 6 Gedung Kecamata
dipelihara/ n. Semua Dana 7. ung
Direhabilitasi K;eluraha Alokasi Peningkata setkreta
00 | 2.0 00 Pemeliharaan/Rehabilit n Umum n Sekret BTDRD
' asi Gedung Kantor dan 342,507,500 pelayanan ariat 193,242,935
119 9 . Kab. : Kabupa
Bangunan Lainnya publik dan DPRD
Garut, kinerja ten
Semua aparatur Garut
Kecamata
n, Semua
Keluraha
n
Jumlah Jenis Semua Dana
Sarana dan Kab/Kota,
Transfer
Prasarana Semua
. Umum- 10Jen
Kantor yang 10 Jenis Kecamata .
. L Dana 7 is
_ . akan diperbaiki n, Semua . e Sekreta
Pemeliharaan/Rehabilit | 4 Keluraha Alokasi Peningkata iat
asi Sarana dan ) I Umum n Sekret
direhabilit -
02 S'O Oé Prasarana Gedung renabliitas! 311,510,000 ; b pelayanan ariat 320,890,423 Eg&?a
Kantor atau Bangunan an-. publik dan DPRD P
: Garut, P ten
Lainnya kinerja Garut
Semua aparatur
Kecamata
n, Semua
Keluraha
n
Persentase
Layanan Keuangan Layanan
. 100 P 100 P
00} 2.1 dan Kesejahteraan Keuangandan | Persen Persen 00Perse | 35 131,089,580 0P 33 177,008,286
1|5 . n ersen
DPRD Kesejahteraan
DPRD
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Semua

Kab/Kota, Dana
. Transfer
Tersedianya Semua Umum- 12 Bul
Gaji Untuk 12 Bulan Kecamata Dana an
Anggota DPRD n, Semua lokasi 7. . Sekreta
Alokasi Peningkata i
Keluraha riat
00| 21 00 Penyelenggaraan n Umum n Anggo DPRD
1 5' 1 Administrasi Keuangan 31,528,769,580 Kab pelayanan ta 32,556,822,842 Kabupa
DPRD Ga : publik dan | DPRD o P
arut, kinerja Garut
Semua aparatur
Kecamata
n, Semua
Keluraha
n
Semua Dana
Jumlah Pakaian Kab/Kota, Transfer
K R Semua
Dinas bagi Umum- 250 st
L 250 stel Kecamata
Pimpinan dan n. Semua Dana 7. el
Anggota DPRD g Alokasi Peningkata Sekreta
_ ) Keluraha riat
00 | 2.1 00 Penyediaan Pakaian n Umum n Anggo DPRD
1l e 5 | Dinas dan Atribut 473,320,000 | pelayanan | ta 488,502,544 | | 1 ba
DPRD o publik dan | DPRD - P
arut, kinerja Garut
Semua aparatur
Kecamata
n, Semua
Keluraha
n
Semua Dana
ill;r:glah Anggota g:rt:]/uK;)ta, Transfer
melakukan 50 Orang Kecamata g;r::;m- 7. 22 or
Medical Check n, Semua Alokasi Peningkata g S_etkreta
) Up Keluraha n Anggo a
u
00 | 21| 09| Pelaksanaan Medical 129,000,000 | n mum pelayanan | ta 131592,000 | o0
P Kab. publik dan | DPRD fon P
Garut, kinerja Garut
Semua aparatur
Kecamata
n, Semua
Keluraha
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Persentase

00 | 2.1 Layanan Administrasi Layanan 100 Perse 100 P
116 DPRD Administrasi Persen Persen n 1,928,525,145 ersen 2,582,021,102
DPRD
Semua Dana
Kab/Kota, 7.
lah Arsi Semua Transfer Peningkata sgtkreta
Penyelenggaraan Jumlah Arsip 50 Arsip Kecamata Umum- n Anggo .50Ars
00|21 00 ini i anggota DPRD Dana ip DPRD
116 1 Administrasi 0 | n, semua . pelayanan ta 85,867,500 Kabupa
Keanggotaan DPRD Keluraha | Alokasi publik dan DPRD fen P
Umum kinerja
n Garut
aparatur
Semua Dana
Kab/Kota,
. Transfer
Jumlah Jenis Semua
S . . Umum- 7. 10 Jen
Fasilitasi Fraksi 10 Jenis Kecamata Dana ) i Sekreta
DPRD n, Semua . Peningkata riat
00|21 | 00 Keluraha | A10k2 n Anggo DPRD
' Fasilitasi Fraksi DPRD 251,736,000 Umum pelayanan ta 352,800,000
1|6 2 n ’ Kabupa
publik dan DPRD
Kab. Kineri ten
inerna Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua
Jumlah Kab/Kota, Dana
Pelaksanaan Semua Transfer
Rapat. . 375 kali Kecamata Umum- 7. . 375k Sekreta
Koordinasi dan n. Semua Dana Peningkata ali ot
00| 21 00 Fasilitasi Rapat Konsultasi K;Iuraha Alokasi n Anggo B?DRD
1 6. 3 Koordinasi dan DPRD 1,676,789,145 n Umum pelayanan ta 2,088,228,602 Kabupa
Konsultasi DPRD publik dan DPRD P
Kab. o ten
kinerja Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
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Semua

Jumlah Jenis Kab/Kota, Dana
X Transfer
Penyediaan Semua
. Umum- 7. 10Jen
Kebutuhan 10 Jenis Kecamata Dana ) i Sekreta
Rumah Tangga n, Semua . Peningkata riat
) Alokasi n Anggo
00 | 21 | 00 | Penyediaan Kebutuhan | DPRD Keluraha U | DPRD
16 4 | Rumah Tangga DPRD 0 n mum pelayanan ta 55,125,000 Kabupa
Kab publik dan DPRD ten
av. kinerja
Garut, aparatur Garut
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Persentase
PROGRAM Dukungan
00 DUKUNGAN dalam
2 PELAKSANAAN Pelaksanaan % % 80 % 27,921,041,002 80 % 30,512,801,796
TUGAS DAN FUNGSI 4
DPRD Tugas. an
Fungsi DPRD
Persentase
Pembentukan Pembentukan
0020 Peraturan Daerah dan | Perda dan Persen persen |00 Perse 4,528,050,300 100P 1 960,208,218
211 ersen
Peraturan DPRD Peraturan
DPRD
Semua D
Kab/Kota, ana
Semua Transfer 1 Ke
Terbentuknya 1 Keputus Kecamata Umum- 7. utusg
PROPEMPERDA an Dana Peningkata | Legis! Sekreta
Penyusunan dan n, Semua Alokasi n atif n riat
Kelurah
00 120 | 00 | Pembahasan Program 822,206,000 | <M | ymum pelayanan | dan 722,576,910 | DPRD
2|1 1 | Pembentukan n ’ Kabupa
publik dan Eksek
Peraturan Daerah Kab. A ) ten
kinerja utif Garut
Garut, aparatur
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
Semua Dana 7. Leais] Sekreta
Kab/Kota, | Transf i egis i
00 | 20 | oo | Pembahasan Terlaksananya S:m/uao a Urrirlsmer Eenlngkata atf BaPtRD
' Rancangan Peraturan Pembahasan 7 kali 3,552,264,300 dan 7 kali 3,907,490,873
211 2 Daerah Raperda Kecamata | Dana pelayanan Eksek Kabupa
s n, Semua | Alokasi publik dan . ten
A utif
Keluraha Umum kinerja Garut
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aparatur

Kab.

Garut, 'I?raannasfer 7. Sekreta
Fasilitasi Penyusunan Tersusunnya Semua Umum Peningkata | Legisl 2 Nas riat
: Naskah 2 Naskah Kecamata ) n atif
00 | 2.0 00 | Penjelasan/Keterangan P 153,580,000 | 1 semua Dana pelayanan dan kah 339,230,435 DPRD
211 4 | dan/atau Naskah 4 lokasi ’ Kabupa
Akademik Keluraha | Alokasi publik dan | Eksek ton
Umum kinerja utif
n Garut
aparatur
Persentase
00 | 2.0 Pembahasan Pembahasan 100 Perse 100 P
> |2 Kebijakan Anggaran Kebijakan Persen Persen 1,468,853,000 ersen 1,615,738,531
Anggaran
Semua D
Jumlah Kab/Kota, ana
Transfer
Pembahasan Semua
. Umum- 7. .
Rancangan 2 kali Kecamata Dana ) . 2 kali Sekreta
Peraturan n, Semua Alokasi Peningkata L(?fglsl riat
okasi n atl
D h APBD Kelurah
00120 00 Pembahasan APBD aera 1,468,853,000 elurana Umum pelayanan dan 1,615,738,531 DPRD
2|2 3 n ’ Kabupa
publik dan Eksek
Kab. P ; ten
kinerja utif Garut
_?:rrc‘:;'o ng aparatur
Kidul,
Sukagalih
Pengawasan Persentase
P 100 P 100 P
00120 Penyelenggaraan engawasan Persen Persen 00 perse 735,286,600 00 786,756,962
2|3 Pemerintahan Penyelenggaraa ersen
n Pemerintahan
Dana
Kab. 7.
Pembahasan Laporan Terlaksananya Garut, ‘ll;r;:sn:er Peningkata | Legisl Saetkreta
Pembahasan 1 kali Tarogong ) n atif 1 kali
09 |20 | 09| Keterangan 0 | kel 735,286,600 | idul Dana pelayanan | dan 786,756,962 | oo
Ke alaggae?ilh Sukagalih plokasi publik dan | Eksek ten P
P Umum kinerja utif Garut
aparatur
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Persentase

00120 Peningkatan Peningkatan Persen persen |00 Perse 3,982,498,350 10071 4 108,917,802
2|4 Kapasitas DPRD - ersen
Kapasitas DPRD
Dana
Kab. 7.
. Sekret
Terselenggaran Garut, Lr;zs:ir Peningkata DPRD ri:t reta
00 | 2.0 | 00 | Bimbingan Teknis va Diklat dan 6 kali Tarogong | n dan 6 kali DPRD
: Bimtek 2,670,707,600 | kidul ana pelayanan 2,857,657,577
2|4 2 | bPRD ’ Alokasi publik dan Masya Kabupa
Sukagalih |\ = kinerja rakat ten
aparatur Garut
Dana
Kab. 7.
Jumlah Tenaga Garut, Lr:]rlls:ir Peningkata DPRD 1080 S:tkreta
B Ahli Fraksi yang 108 Orang Tarogong n
og 20 | 00 | Penyediaan Tenaga diperlukan 332,220,000 | Kidul Dana pelayanan | 930 | rang 238,140,000 | DPRD
4 5 | Ahli Fraksi ’ Alokasi publik dan Masya Kabupa
Sukagalih U ST rakat ten
mum kinerja
aparatur Garut
Jumlah Hearing
E;?L‘Li?e“ga” Kab. ‘I?fannasfer 7. Sekreta
Pemerintah 110 kali '?:rrou;;ng Umum- Eenlngkata DPRD | 110k riat
09120 % Penyelenggaraan Daerah dan 702,154,750 | (idul Dana pelayanan | &0 | ali 772,370,225 | DPRD
4 6 | Hubungan Masyarakat Tokoh - Alokasi publik dan Masya Kabupa
Masyarakat dan Sukagalih Umum kinerja rakat ten
Tokoh Agama aparatur Garut
Semua Dana
Kab/Kota,
Transfer
Dokumen Semua
) 1 dokume Umum- 7 1 dok
Rencana Kerja n Kecamata Dana C umen Sekreta
DPRD n, Semua Alokasi Eenlngkata DPRD riat
00 | 2.0 00 | Penyusunan Program Keluraha dan DPRD
5|4 7 | Kerja DPRD 277,416,000 n Umum pﬁltii):(aggr? Masya 240,750,000 Kabupa
Kab. E . rakat ten
inerja Garut
far“t' aparatur
arogong
Kidul,
Sukagalih
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Persentase

Penyerapan dan Penyerapan
00120 Penghimpunan dan Persen persen  L00Perse 7,945,599,152 100P 1 g 501,791,002
2|5 2 Penghimpunan ersen
Aspirasi Masyarakat .
Aspirasi
Masyarakat
Dana
Jumlah Kab. 7.
Transfer ’ Sekreta
Peningkata -
iilnajts:gnaa:n 144 kali $:rr:;ong Umum- n 9 DPRD | 144k riat
00 | 2.0 00 | Kunjungan Kerja dalam T ‘ Dana dan ali DPRD
5|5 1 | Daerah Pimpinan dan 2,581,436,632 | Kidul, Alokasi pelli_)ll(a(rjlan Konstit 2,762,137,196 Kabupa
Anggota DPRD Sukagalih publik dan uen ten
Umum kinerja Garut
aparatur
Semua Dana
Kab/Kota,
Transfer
Jumlah Semua Umum ;
Pelaksanaan 3 kali Kecamata ) : 3 kali
Kegi Dana Peningkata Sekreta
giatan Reses n, Semua Alokasi n DPRD riat
Kelurah
00 120 | 00 | pojaksanaan Reses 5,364,162,520 | -0 | Umum pelayanan | 980 5,739,653,896 | P RD
2|5 3 n : Konstit Kabupa
publik dan
Kab. kinerja uen ten
Garut, aparatur Garut
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
0 | 20 Pelaksanaan dan Waktu 12 Bul
> |6 Pengawasan Kode Pelaksanaan Bulan Bulan 12 Bulan 0 an 343,470,000
Etik DPRD Kode Etik
Semua Dana
Kab/Kota,
Transfer
Jumlah Semua
1 Peratura Umum- 7 1Pera
Peraturan yang n Kecamata Dana S turan Sekreta
diputuskan n, Semua Alokasi Eenlngkata it
i Kelurah
00 | 2.0 00 | Penyusunan Kode Etik 0 eluraha Umum pelayanan ) 343,470,000 DPRD
2|6 1 | DPRD n ? Kabupa
Kab publik dan ten
ao. kinerja
Garut, aparatur Garut
Tarogong
Kidul,
Sukagalih
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Persentase

00120 Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Tugas  Persen persen o0 Perse 9,260,753,600 100P 110 186,829,191
2|8 ersen
DPRD
Semua Memp
Jumlah . Kab/Kota, Dana erkuat
Koordinasi dan Transfer ™
K Itasi Semua U Stabilit 7 284k
onsuftasi 384 kali Kecamata mum-- 1 as Pénin Kata - Sekreta
o Pimpinan dan n. Semua Dana Polhuk 9 ali riat
00 | 20 | oo | Keordinasidan Anggota DPRD , Alokasi | hanka | " Anggo DPRD
Konsultasi Pelaksanaan 9,260,753,600 | Keluraha pelayanan | ta 10,186,829,191
218 1 ke Luar Daerah Umum m Dan : Kabupa
Tugas DPRD n publik dan DPRD
Transf A ten
.| kinerja
ormasi Garut
aparatur
Pelaya
nan
Publik
TOTAL 73,594,627,716 80,487,681,758
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2022 direncanakan
melaksanakan 2 (dua) program 16 (enam) kegiatan dan 44 (empat puluh
empat) sub kegiatan. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan
kepada DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan secara
efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung Terwujudnya Kapabilitas
Pelaksanaan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kredibel
dan Akuntabel yang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) program dan 16
(enam belas) kegiatan serta 44 sub kegiatan diantaranya :

Program 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
melalui 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan,
dengan alokasi sebesar Rp. 45.673.586.714,- yang terdiri dari Kegiatan :
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan dukungan
anggaran sebesar Rp. 260.818.257,- dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 220.976.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 39.841.397,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 6.149.402.188,- dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp.

5.983.546.838,-
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- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 26.964.000,-

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran
sebesar Rp. 48.150.000,-

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dengan anggaran sebesar Rp. 31.859.250,-

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar RP.
21.111.100,-

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
dengan anggaran sebesar Rp. 37.771.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah , dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 192.465.337,- dengan Sub Kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.
192.465.337,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 416.977.350,- dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan
anggaran sebesar Rp. 41.616.000,-

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
dengan anggaran sebesar Rp. 375.361.350,-

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 2.114.542.995,- dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 43.183.800,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran

sebesar Rp. 437.810.850,-
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- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.
45.218.905,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran
sebesar Rp. 398.849.390,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan anggaran sebesar Rp. 321.678.000,-

- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp.
387.867.000,-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan
anggaran sebesar Rp. 479,935.050,-

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 931.711.500,- dengan sub
kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 685.922.000,-
- Pengadaan mebel dengan anggaran sebesar Rp. 277.789.500,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 539.216.862,- dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.
29.960.000,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dengan
anggaran sebesar Rp. 178.722.000,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar
Rp. 330.534,862,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 976.837.500,- dengan

sub kegiatan :
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- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan
anggaran sebesar Rp. 275.820.000,-

- Pemeliharaan Mebel dengan anggaran sebsar Rp. 47.000.000,-

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
dengan anggaran sebesar Rp. 342.507.500,-

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 311.510.000,-

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 32.131.089.580,- dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran
sebesar Rp. 31.528.769.580,-

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran
sebesar Rp. 473.320.000,-

- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan anggaran sebesar Rp.
129.000.000,-

10. Layanan Administrasi DPRD dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 1.928.525.145,- dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Fraksi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 251.736.000,-

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan anggaran
sebesar Rp. 1.676.789.145,-

Program 2 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan
dengan alokasi sebesar Rp. 27.921.041.002,- yang terdiri dari kegiatan :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan dukungan
anggaran sebesar Rp. 4.528.050.300,-, dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 822.206.000,-
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- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar
Rp. 3.552.264.300,-
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah
Akademik dengan anggaran sebesar Rp. 153.580.000,-
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan dukungan anggaran sebesar
Rp. 1.468.853.000,- dengan sub kegiatan :
- Pembahasan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 1.468.853.000,-
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 735.286.600,- dengan sub kegiatan :
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 735.286.600,-
4. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.
3.982.498.350,- dengan sub kegiatan :
- Bimbingan Teknis DPRD dengan anggaran sebesar Rp.
2.670.707.600,-
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran sebesar Rp.
332.220.000,-
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp. 702.154.750,-
- Penyusunan Program Kerja DPRD dengan anggaran sebesar Rp.
277.416.000,-
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan dukungan
anggaran sebesar Rp. 7.945.599.152,- dengan sub kegiatan :
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan anggaran sebesar Rp.
2.581.436.632,-

- Pelaksanaan Reses dengan anggaran sebesar Rp. 5.364.162.520,-
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6. Fasilitasi Tugas DPRD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.
9.260.753.600,- dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan

anggaran sebesar Rp.9.260.753.600,-
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut disusun dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang diserahkan pada
setiap instansi pemerintah. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif
seluruh bagian untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
yang setiap berkala wajib melakukan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran,
sebagaimana yang telah dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dengan mengacu kepada Rencana Kerja dari setiap sasaran,

Program dan kegiatan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini masih
memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu maka masukan serta saran yang
positif dari masing-masing bagian masih tetap diperlukan agar tujuan dari
Rencana Kerja yang telah disusun dapat menggambarkan hasil kegiatan yang

lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan serta

petunjuk-Nya bagi kita semua. Amin.

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN
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